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A. Kesimpulan  
Adapun kesimpulan yang didapatkan melalui bab Pembahasan adalah : 
1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Bengkalis terhadap PT. ADEI Plantation dan telah berjalan dengan baik 
meskipun dalam beberapa aspek tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yaitu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009. Pengawasan aktif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup 
dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, namun DLH 
Bengkalis melakukan hanya 1 (satu) kali dalam setahun karena adanya 
beberapa kendala 
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan PT.ADEI Plantation 
telah mampu bekerjasama dengan baik meskipun ada beberapa kendala 
yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis seperti 
kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan 
Hidup apabila dibandingkan dengan jumlah perusahaan kelapa sawit yang 
akan diawasi di Kabupaten Bengkalis. Kurangnya sumber daya manusia 
tersebut tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Bengkalis mampu melakukan pekerjaannya terkait 








Permasalahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan 
Hidup terhadap Pabrik yang berada di Kabupaten Bengkalis dapat terselesaikan 
dengan adanya peningkatan sumber daya manusia dalam Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Bengkalis. Peningkatan sumber daya manusia dari segi kualitas 
maupun kuantitas akan mempermudah proses pengawasan pengelolaan 
lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Bengkalis. Untuk peneliti selanjutnya, 
penulis menyarankan agar dapat meneliti dengan lebih baik dan spesifik karena 
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